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Abstract: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) of West Java is a government institution
that underlies activities related to every village in all districts in West Java. The application of the old
version of public service procedures during the Covid-19 pandemic has resulted in less than optimal
and ineffective public service procedures. The purpose of this study is to determine public service
procedures, determine the factors that cause manual public service procedures not optimal, and to
compare the effectiveness of manual and e-government village financial assistance service procedures.
This study uses exploratory method with a descriptive approach. Data collection techniques use
interviews, observation, documentation, and literature study, while fishbone diagram is used to identify
the causes of non-optimal manual public service procedures. The result shows that the current public
service procedure is not optimal, especially during the Covid-19 pandemic, especially in village
financial service assistance, which is caused by the human factors, the products or services, the
processes, and the environment. Therefore, the development of manual public service procedures to be
online-based or e-government can be used in the implementation of public services.

Keywords: Covid-19; DPMD; E-government

Abstrak: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat merupakan lembaga
pemerintah yang melandasi kegiatan yang berkaitan dengan setiap desa di Jawa Barat. Penerapan
prosedur pelayanan publik versi lama di masa pandemi Covid-19 mengakibatkan prosedur pelayanan
publik kurang optimal dan tidak efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur
pelayanan publik, mengetahui faktor-faktor penyebab belum optimalnya prosedur pelayanan publik
manual, dan membandingkan efektivitas prosedur pelayanan bantuan keuangan desa secara manual
dan e-government. Metode yang digunakan adalah metode eksploratif dengan pendekatan deskriptif.
Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan,
serta diagram tulang ikan digunakan untuk mengidentifikasi penyebab belum optimalnya pelayanan
publik manual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan prosedur pelayanan publik pada DPMD Provinsi
Jawa Barat saat ini tidak optimal, terlebih lagi selama masa pandemi Covid-19, terutama pada bantuan
pelayanan keuangan desa, yang disebabkan oleh faktor manusia, produk atau jasa, proses, dan
lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan prosedur pelayanan publik manual menjadi berbasis
online atau e-government dapat digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata kunci: Covid-19; DPMD; E-government
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1 PENDAHULUAN

Instansi pemerintah adalah suatu organisasi yang terdiri dari kumpulan orang yang dipilih secara khusus
untuk melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pemerintahan yang mendasari
kegiatan yang berhubungan dengan setiap desa di kabupaten yang ada di Jawa Barat. Setiap tahunnya,
dinas ini memiliki agenda rutin, salah satunya yaitu pemberian bantuan keuangan desa yang dikelola
oleh bidang kerja Perencanaan Potensi Desa (PPD). Namun, kondisi pandemi Covid-19 yang Kkita
rasakan saat ini memberi dampak yang sangat besar bagi semua sektor. Salah satunya terdampak pada
sektor publik yang menyebabkan segala kegiatan, baik dalam bentuk pelayanan atau yang lainnya,
menjadi terhambat dan harus beradaptasi dengan kebijakan baru atau konsep new normal. Hal ini
tentunya akan berdampak pada menurunnya tingkat layanan (Puspawan & Azis, 2019), serta tidak sesuai
dengan prinsip dalam kegiatan suatu instansi yang mengharuskan pencapaian aktivitas secara efektif
dan efisien termasuk dalam kegiatan operasionalnya (Heizer et al., 2017).

Untuk itu, diperlukan adaptasi prosedur pekerjaan pada setiap instansi ataupun perusahaan.
Penyesuaian di masa pandemi yang dilakukan DPMD dalam pelayanan public, yaitu tetap menerapkan
prosedur pelayanan versi lama dan mulai menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh
pemerintah. Namun, setelah beberapa bulan menerapkan prosedur pelayanan versi lama, pelayanan
belum sepenuhnya efektif dan kurang optimal. Selain itu, informasi yang tersedia masih kurang
transparan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan adanya kebutuhan layanan yang efektif dan
efisien, maka sudah saatnya digunakan pelayanan secara elektronik pada pemerintahan (e-government).

Menurut Holle (2011), konsep dasar dari e-government adalah upaya untuk memberikan pelayanan
melalui elektronik (e-service), dengan memanfaatkan platform jaringan internet, komputer, dan telepon
seluler, serta multimedia. Diharapkan dengan adanya pengembangan e-government ini, maka akan
tercipta penataan sistem manajemen informasi, proses pelayanan publik yang terbuka, dan optimalisasi
sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki, serta akan memenuhi ketentuan-ketentuan
yang berlaku seperti Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government (2003) serta
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik (2003).

Dari latar belakang tersebut dan diperkuat dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini, maka perlu
dilakukan suatu pengembangan dalam prosedur pelayanan publik yang diterapkan menjadi prosedur
pelayanan publik berbasis daring dengan perancangan e-government berbentuk situs (website). Hal ini
dilakukan sebagai upaya dalam meminimumkan faktor penyebab pelayanan yang kurang optimal dan
sebagai upaya dalam menyesuaikan prosedur pelayanan dengan kondisi saat ini. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelayanan publik dan faktor-faktor belum optimalnya
prosedur pelayanan publik manual, serta membandingkan efektivitas prosedur pelayanan bantuan
keuangan desa secara manual maupun dan e-government.

2 METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif dengan pendekatan deskriptif.
Menurut Mudjiyanto (2018), penelitian eksploratif merupakan penelitian yang menyelidiki suatu
fenomena baru yang mungkin belum ada pada penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini,
penelitian menggali lebih dalam fakta-fakta yang terjadi dengan kondisi fenomena sosial tertentu
(Widyacantika & Azis, 2020). Tujuan dari penelitian eksploratif adalah untuk mendapatkan data dasar
yang diperlukan sebagai dasar penelitian lebih lanjut, atau dasar membuat suatu keputusan (Aryanti,
2016). Sedangkan, metode deskriptif digunakan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik
hanya satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel lain
(Sugiyono, 2019).

Selanjutnya, diagram tulang ikan atau fishbone diagram atau juga dikenal dengan istilah cause and
effect diagram digunakan untuk menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah aktivitas yang spesifik
(Kusmayadi, 2019) dan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memberi dampak
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signifikan terhadap suatu aktivitas (Azis et al., 2013), serta dianalisis melalui brainstorming (Nilma,
2018). Pemanfaatan diagram ini dapat berupa: (a) kesimpulan sebab-sebab variasi dalam proses, (b)
mengidentifikasi kategori dan sub kategori karakteristik tertentu, serta (c) memberikan petunjuk
mengenai jenis data yang dibutuhkan (Irjayanti et al., 2016; Sugara & Azis, 2020).

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosedur pelayanan publik manual

Y S

v

Penyuluhan Informasi

Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Desa

v

Ya

ldak Lengkap
S Lengkap

v

Perbaikan

[ Proses Penginput Data @

Penyerahan Hasil
Verifikasi ke BPKAD

Z N
( Cair / Selesai )
N

Gambar 1. Flowchart prosedur pelayanan publik manual
Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Kartiwa Irawan dan Bapak Saepudin pada tanggal 7 Desember 2020

Gambar 1 menunjukkan prosedur pelayanan publik yang saat ini digunakan secara offline atau langsung.
Prosedur ini terdiri dari proses penyuluhan informasi, proses pengajuan dokumen bantuan keuangan
desa, proses pemeriksaan dokumen, proses penginputan data, proses penyerahan dokumen ke Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta proses percairan dana. Namun, setelah berjalan
beberapa bulan, penerapan prosedur ini mengalami beberapa hambatan dalam setiap tahapan proses
pengerjaannya. Hal ini terjadi karena penjadwalan atau waktu penyelesaian setiap proses tidak teratur,
kurangnya jumlah tenaga kerja, tidak ada pelayanan berbasis online, dan masih dalam tahap penyesuaian
di masa pandemi Covid-19.

Selanjutnya, diuraikan faktor ketidakoptimalan pelayanan publik pada instansi ini. Menurut
Taufiqgurokhman & Satispi (2018), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas
pelayanan publik, antara lain: (1) tidak adanya dorongan yang kuat untuk meningkatkan kualitas
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layanan, (2) tekanan dari lingkungan, dan (3) budaya organisasi penyelenggara pelayanan masyarakat
setempat yang sering kali tidak kondusif. Faktor-faktor tersebut secara ringkas digambarkan pada

diagram tulang ikan berikut.

Man

Material

Method

Kurang Batas waktu perbaikan
teliti dokumen tidak
) ditentulan Informasi yang diberikan
l\gﬂlnas o a * kurang transparan
SDM o Pembagian SDN Proses penginputan
) dengan joh (I‘uu‘ tidak data tertunda Y
Kurang < sebanding Dokumen yang
terampil diterima tidak Ketidaksesuaian antara Juml.afh dokumen
dalam kondisi baik dokumen pengajuan dengan e |I.<a5| tidak
Pembatasan < surat pengantar seb.andmg dengan
pegawai 50% et an S0P jumlah SOM
selama pandemi alsalm?::(zakpo:;si » Proses verifikasi
Kekurangan A Banyak dokumen normal mEHRUtAKAN WAkt
-G > s
) tidak sesuai dengan yang lama
SDM e aratang > SOP yang diterapkan 4
Jumlah SDM telah ditetapkan i saat ini belum optimal > A i
a < <, Prosedur Pelayanan Manual
f X Tidak Optimal
Jumlah komputer > Jumlah arsip melebihi
kurang memadai kapasitas ruangan . .
Fungsi website Ruangan kerja terlalu sempit
belum diperbaharal dan tidak tertata rapih
Ruang kearsipan .
4 pemanfaatan tidak memadai
Tidak ada pelayanan « website terbatas Ruangan penuh dengan
online » arsip pengajuan tahun lalu
4 4 Ruang pelayanan
tidak memadai
Technology Environment

Gambar 2. Faktor penyebab prosedur pelayanan manual tidak optimal

Sumber: Hasil wawancara dengan Bapak Kartiwa Irawan dan Bapak Saepudin pada tanggal 7 Desember 2020

Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor penyebab tidak optimalnya
prosedur pelayanan publik manual, yaitu faktor manusia, material, metode, teknologi, dan lingkungan,
dengan beberapa hal-hal yang terjadi di setiap faktornya. Hal ini sejalan dengan beberapa tulisan dan
penelitian mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya tingkat pelayanan publik (Septa et al., 2019;
Taufiqgurokhman & Satispi, 2018; Rinaldi, 2012; Irjayanti & Azis, 2017). Faktor-faktor yang
menyebabkan tidak optimalnya pelayanan publik pada instansi ini adalah sebagai berikut.

1. Faktor Manusia

148

Keterlambatan dalam menyelesaikan setiap tahapan pada prosedur pelayanan terjadi karena
kurangnya sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena penetapan jumlah tenaga kerja
tertentu untuk setiap dinas. Pembatasan jumlah pegawai sebesar 50 persen selama masa pandemi
dan pembagian tenaga kerja dengan jumlah pekerjaan menjadi tidak sebanding. Selain itu, tenaga
kerja juga kurang teliti dan kurang terampil dalam menyelesaikan pekerjaan dan menyampaikan
informasi kepada masyarakat.

Faktor Material

Pada proses pemeriksaan dokumen, beberapa hal terjadi, seperti banyak dokumen tidak sesuai
dengan persyaratan, ketidaksesuaian antara dokumen dengan surat pengantar, dan dokumen yang
diterima tidak dalam kondisi baik. Hal ini menyebabkan berbagai tahapan menjadi tertunda dan
proses pemeriksaan berkas memakan waktu yang cukup lama.

Faktor Metode

Pada SOP yang diterapkan saat ini belum optimal karena masih menerapkan SOP pada kondisi
normal. Hal ini tidak optimal karena belum sepenuhnya memenuhi komponen dalam standar
pelayanan publik yang diterapkan pemerintah, seperti pada tahap pemeriksaan dokumen
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memakan waktu lama yang menyebabkan proses lainnya tertunda, informasi yang tersedia belum
sepenuhnya transparan, dan jadwal penyelesaian setiap proses tidak beraturan yang membuat
prosedur ini tidak efektif dan efisien.

4. Faktor Teknologi
Dalam memberikan pelayanan, tidak ada pelayanan berbasis online. Hal ini menyebabkan
intensitas kontak fisik secara langsung di masa pandemi tetap berpotensi tinggi dan dikuatirkan
tetap memicu penyebaran Covid-19. Di samping itu, fasilitas komputer dan sumber daya manusia
tidak memadai untuk menerapkan sistem e-government.

5. Faktor Lingkungan
Pada proses melayani masyarakat, ruangan layanan dan ruangan kerja tidak memadai, yang
disebabkan karena ruangan dipenuhi dokumen tahun lalu dan kapasitas ruangan kearsipan
melebihi kapasitas. Tentunya hal ini menyebabkan kualitas pelayanan yang diberikan tidak
maksimal dan tidak memberi kenyamanan bagi tamu.

Setelah diketahui apa saja penyebab tidak optimalnya prosedur pelayanan manual dengan sedikit
penjelasan di setiap faktornya, maka tahap selanjutnya melakukan pengembangan prosedur pelayanan
publik dari manual menjadi online dengan perancangan e-government berbentuk website.

3.2 Pengembangan prosedur pelayanan publik dengan perancangan e-government berbentuk
website

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap website resmi, DPMD Provinsi Jawa Barat menghasilkan

pengembangan dan perubahan dalam prosedur pelayanan publik melalui perancangan e-government dari

prosedur pelayanan manual menjadi prosedur pelayanan berbasis online. Tabel 1 berikut merupakan

ringkasan perbandingan kelengkapan fitur menu antara website versi lama dan versi baru.

Tabel 1. Perbandingan website sebelum dan setelah pengembangan
Kelengkapan Fitur Menu Website Versi Lama Website Versi Baru

Halaman Muka

Menu Beranda

Menu Profil

Menu Pelayanan -

Menu Informasi V

Fitur Live Chat

Fitur Layanan Bantuan Keuangan

Desa (BKD) -

(Form Pengajuan Online)

Fitur Layanan Monitoring -

Fitur Layanan Pengaduan -
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2021)

< <2 < <2 22 2 =2

Berdasarkan Tabel 1, tampilan website versi lama hanya memiliki beberapa fitur: (1) Menu Beranda
sebagai halaman utama, (2) Menu Profil berisi tentang DPMD dan program-program yang
diselenggarakan oleh dinas, antara lain: One Village One Company (OVOC), cerita desa berisi tentang
pengalaman dari tiap desa yang sudah mendapatkan bantuan dan perubahan desa, dan kolaborasi,
selanjutnya (3) menu Informasi berisi tentang peraturan pemerintah, berita terkini, dokumen, dan lain-
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lain. Versi lama ini tidak dilengkapi dengan fitur pelayanan dan fitur live chat karena prosedur pelayanan
masih dilakukan secara offline atau langsung.

© Beranda Profil Pelayanan “ Informasi 3

Laggqan Bantuan Keuangan Desa
Lay: engaduan / Aduan

® Layanan Monitoring

24 1 2 "

Sumber: Hasil pengolahan data pengembangan prosedur pelayanan bantuan keuangan desa (2021)

Pada Gambar 3, terlihat rancangan website versi baru dengan beberapa fitur tambahan, yaitu: (1) fitur
layanan secara umum, (2) fitur live chat, (3) fitur layanan bantuan keuangan desa, berisi layanan untuk
pengajuan bantuan secara online, (4) layanan monitoring, dan (5) layanan pengaduan. Adapun, pada
fitur layanan bantuan keuangan desa melalui pengajuan online, contoh dokumen kelengkapan dan form
pengajuan secara online yang ditunjukkan pada Gambar 4. Namun, sebelum masuk ke laman layanan
bantuan keuangan desa, pengguna harus mendaftar diri atau membuat akun baru; tujuannya untuk
menjaga privasi data pengguna dan memudahkan dalam mengidentifikasi data pengguna pada saat
melakukan pengajuan dokumen secara online. Kemudian, layanan monitoring ditunjukkan pada Gambar
5 dan layanan pengaduan ditunjukkan pada Gambar 6. Fitur layanan tersebut bertujuan untuk
memberikan layanan secara online, mempermudah segala proses layanan dan memberikan informasi
secara lebih transparan kepada masyarakat, serta sebagai wadah untuk menampung kritikan ataupun
saran terkait pelayanan yang diberikan dan lainnya.

- D XD D D o
dp .desa Pocrnda [ Proi R Poisonen I oot e}
JABAR
PELAYANAN
* Layanan Bantuan Keuangan Desa
Menu
Pelayanan
Layanan Baggyan Tata Cara Pengajuan
Keuangas [ PREVIEW I DOWLOAD ]
La,\'am/m\;ua" Contoh Berkas Pengajuan Bantuan Keuangan Dessa
& 1. APBDes ( Anggaran Pend; dan Bantuan Desa )
PREVIEW | DOWLOAD |
Layanan Monitoring 2. RAB ( Rencana Anggaran Biaya )
| PREVIEW | DOWLOAD |
3. Rekening Desa
PREVIEW | DOWLOAD ]
4. Foto KTP Kepala Desa
| PREVIEW [ DOWLOAD ]
SPTJB ( Surat Pertanggung Jawaban Bantuan )
[ PREVIEW | DOWLOAD |

Gambar 4. Rancangan fitur layanan bantuan keuangan desa pada sub-menu pelayanan website versi baru
Sumber: Hasil pengolahan data pengembangan prosedur pelayanan bantuan keuangan desa (2021)

150



Jurnal Manajemen Maranatha m Vol. 21 Nomor 2, Mei (2022)

dp .desa @D & TID Q =
JABAR
PELAYANAN
* Layanan Monitoring
Menu
Pelayanan
Berkas Proses
Layanan Bantuan No | Waktu | .. 5 i 2 W?k,m \Va.k o Input i Progres
Keuangan Desa Upload File | Verifikasi| Perbaikan | Pengiriman | Penerimaan Data Pencairan %)
(berkas Asli) | (berkas Asli)

Layanan Pengaduan
/ Aduan

Layanan Monitoring

Gambar 5. Rancangan fitur layanan monitoring pada sub-menu pelayanan website versi baru
Sumber: Hasil pengolahan data pengembangan prosedur pelayanan bantuan keuangan desa (2021)

d¢ -desa aId XIS CIID CIID o @D
PELAYANAN

* Layanan Pengaduan / Aduan

Menu

Pelayanan

A /
Layanan Bantuan duan:/ Saran

Keuangan Desa

Layanan Pengaduan
/ Aduan g)

Layanan Monitoring

KIRIM

Gambar 6. Rancangan fitur layanan pengaduan pada sub-menu pelayanan website versi baru
Sumber: Hasil pengolahan data pengembangan prosedur pelayanan bantuan keuangan desa (2021)

Silakan masukkan pesan kamu

Silakan masukkan pesan kamu

jivochat

jivochat

Assalamualaikum, Selamat siang
Pak / Bu, perkenalkan saya
Faisal Mirza —saya bermaksud
menanyakan tentang Prosedur

Pengajuan bantuan keuangan desa. Itu

Silakan perkenalkan dirl kamu

Faisal Mirza Fadillah

Tulis disini

Silakan perkenalkan diri kamu

Nama kamu

Faisal Mirza Fadillah v
Telepon kamu

085745451952 v
Email kamu*

faisalmirzafadillah@gmail.com v

B Terima kasih

Tulis disini

Gambar 7. llustrasi penggunaan fitur live chat oleh pengunjung website
Sumber: Hasil pengolahan data pengembangan prosedur pelayanan bantuan keuangan desa (2021)

Gambar 7 menunjukkan pembaharuan pada rancangan website versi baru, yaitu dilengkapi dengan
fitur live chat yang berfungsi untuk memudahkan dalam berkomunikasi antara masyarakat dengan
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admin pelayanan. Fitur ini akan disambungkan ke email pengguna untuk memudahkan dalam

memberitahukan notifikasi balasan dari admin pelayanan. Dengan adanya rancangan e-government,

tentunya akan memengaruhi susunan prosedur pelayanan publik dari offline atau manual menjadi online

yang ditunjukkan pada Gambar 8.

Adapun perubahan pada prosedur pelayanan versi baru adalah sebagai berikut.

1. Proses pengajuan dilakukan secara online.

2. Proses verifikasi dokumen yang diperiksa, berupa hasil scan dalam bentuk PDF (Portable
Document Format).

3. Proses perbaikan dilakukan secara online, juga dengan mengirim ulang pada fitur layanan bantuan
keuangan desa di formulir pengajuan dokumen. Jika terdapat perbaikan, maka akan muncul
notifikasi pada layanan monitoring di kolom perbaikan dan notifikasi pada email pengguna.

4. Setelah file pengajuan dinyatakan lengkap, selanjutnya pihak pemohon datang ke kantor DPMD
Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan dokumen asli proposal pengajuan bantuan keuangan desa.

I: wulai !

F
Kunjungi Website
dpmdesa.jabarprov.go.id

Cetak Fitur Pelayanan dan Pilih Fitur
Layanan Bantuan Keuangan Desa

dMembuat Akun Baru dan
tMengisi Form Pendaftaran Akun Baru
Upload File Pengajuan Bantuan Keuangan
Desa pada Form Pengajuan Online
¥

| Proses Verifikasi |

Tidak L*E'F gkap Y&/ Lengkap

1

Penyerahan Berkas Asli ke
DPM Desa Provinsi Jawa Barat

| Imput Data |

v

Penyerahan Hasil Verifikasi
ke BPKAD

'/-"" Proses Pencairan

Gambar 8. Flowchart prosedur pelayanan publik berbasis online
Sumber: Hasil pengolahan data pengembangan prosedur pelayanan bantuan keuangan desa (2021)
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Selanjutnya, karena pelayanan online yang dilakukan juga bersifat administratif, maka kelengkapan
dokumen asli (dalam bentuk hardcopy) tetap diperlukan sebagai arsip dan penguat data agar lebih
akurat. Sedangkan, untuk tahapan selanjutnya tetap sama seperti prosedur versi lama yaitu masuk ke
proses penginputan data, proses penyerahan ke BPKAD, dan proses pencairan dana, dengan demikian
pelayanan tersebut dinyatakan selesai.

Hal ini sejalan dengan Woosnam & Yuningsih (2018) yang menyatakan bahwa prosedur pelayanan
dalam definisi operasi mencangkup beberapa hal, antara lain (1) tingkat kejelasan pada setiap tahap
pelayanan, yaitu tingkat pengetahuan masyarakat mengenai tahapan pelayanan, pemberian informasi
prosedur pelayanan, dan pengetahuan masyarakat mengenai biaya pelayanan, dan (2) tingkat kelancaran
arus suatu pekerjaan pada setiap tahapan pelaksanaan prosedur. Pengembangan pelayanan berbasis
online atau e-government dapat membantu proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Selain
itu, tentunya dapat mengoptimalkan layanan di masa pandemi Covid-19 atau bahkan permasalahan yang
ada sebelumnya, seperti tidak adanya keterbukaan atau informasi lanjutan terhadap progress pengajuan
dana bantuan desa.

Di dalam website itu sendiri dirancang beberapa fitur tambahan yang dapat membantu proses
pelayanan, yaitu terdapat menu pelayanan, menu layanan pengaduan, menu monitoring, dan menu live
chat. Website ini dapat menjadi sarana yang pas untuk membantu proses pelayanan dan data pihak
pemohon atau pengaju dapat langsung disimpan ke sistem untuk proses lebih lanjut.

4 SIMPULAN DAN SARAN

Prosedur pelayanan publik pada DPMD Provinsi Jawa Barat saat ini tidak optimal, terlebih lagi selama
masa pandemi Covid-19, terutama pada bantuan pelayanan keuangan desa. Adapun faktor-faktor yang
menyebabkan belum optimal layanan tersebut, yaitu faktor manusia, faktor produk atau jasa, faktor
proses, dan faktor tempat atau lingkungan, dan menyebabkan tertunda atau terhambatnya aktivitas-
aktivitas kedinasan. Oleh karena itu, pengembangan prosedur pelayanan berbasis online atau e-
government dapat membantu proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien, dengan berbagai fitur
sejak input data hingga follow-up aktivitas, yaitu berupa rancangan fitur dasar, fitur tambahan, menu
pelayanan, menu pengaduan, menu monitoring, dan menu live chat.

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menciptakan efektivitas dalam pemanfaatan e-government ini,
yaitu: (1) melakukan penyesuaian standar pelayanan versi lama menjadi standard operating procedure
(SOP) yang baru, (2) melakukan sosialisasi, baik internal maupun kepada masyarakat, dan
meningkatkan transparansi dalam penggunaan beberapa fitur pada platform e-government yang ada,
serta (3) meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai, terutama berhubungan dengan
pemanfaatan teknologi informasi, serta menyesuaikan pembagian pekerjaan setiap pegawai sesuai
dengan bidang tugas masing-masing.
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